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ABSTRACT 

Phedofilia is acts of infringement of the rights of children are classified as 

vile and evil. Increased Phedofilia criminal act in Indonesia, especially in Pekanbaru 

become a serious problem currently faced. Therefore Phedofilia should be addressed 

in a rational way. One rational efforts is with law enforcement policies. The purpose 

of this study are to know the law enforcement against criminal acts of Phedofilia in 

jurisdiction of Police Pekanbaru City resort, to know the police barriers in law 

enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru 

City resort,  and to know the efforts made of Police to overcome obstacles in law 

enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru 

City resort. This type of research is a juridical sociological research, the data 

sources used, the primary data, secondary data and data tertiary, data collection 

techniques in this study with interviews and literature study. Law enforcement against 

criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru City resort not 

running optimally because of the presence of obstacles, obstacles encountered in law 

enforcement against criminal acts of Phedofilia in jurisdiction of Police Pekanbaru 

City resort is in the form of internal factors and external factors, efforts to overcome 

this barrier is increasing the number of personnel investigator PPA and increase 

knowledge of investigator in understanding the psychology of the child. And formed 

cooperation between the police and the school psychologist incredible, take the 

autopsy report as evidence and search and publish wanted list (DPO). 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak merupakan makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk 

sosial, sejak dalam kandungan 

sampai dilahirkannya mempunyai 

hak atas hidup dan merdeka serta 

mendapat perlindungan yang baik 

dari orang tua, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara.
1
 Oleh karena 

tidak ada yang boleh merampas hak 

atas hidup dan merdeka tersebut. 

Kedudukan anak sebagai generasi 

muda yang akan meneruskan cita-

cita luhur bangsa, calon-calon 

pemimpin bangsa di masa 

mendatang dan sebagai sumber 

harapan bagi generasi terlebih 

dahulu, perlu mendapat kesempatan 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar baik 

secara rohani, jasmani, dan sosial.
2
 

Perlindungan anak merupakan 

usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai 

kedudukan dan peranan, yang 

menyadari betul pentingnya anak 

bagi nusa dan bangsa di kemudian 

hari. Jika mereka telah matang 

pertumbuhan fisik maupun mental 

dan sosialnya, maka tiba saatnya 

menggantikan generasi terlebih 

dahulu.
3
 

Anak sangatlah rentan dari 

perlakuan kekerasan. Kerentanan ini 

terjadi sebagai akibat kelompok anak 

                                                           

        
1
 Nilma Suryani dan Nani Mulyati, 

³3HQHJDNDQ� +XNXP� 7HUKDGDS� 3HODNX� 3HGRILOLD�

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

�����7HQWDQJ�3HUOLQGXQJDQ�$QDN¶¶��Jurnal Hukum 

Pidana dan Kriminologi, Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. X, No. 

2 Juli s/d Desember 2012, hlm. 16. 

        
2
 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung: 

2008, hlm. 33. 

       
3
 Ibid.  

 

diklaim sebagai manusia yang 

´OHPDK´�� EDLN� GDUL� VHJL� NHPDWDQJDQ�

psikologis maupun mental yang 

membuatnya kerap kali 

terpinggirkan dalam pengambilan 

kebijakan, bahkan kebijakan 

menyangkut dirinya saja, komunitas 

anak teraliensi dari kepentingan 

terhadap dirinya.
4
 Keadaan ini 

mengakibatkan munculnya 

permasalahan sosial terhadap anak, 

dimana fakta menunjukkan bahwa 

anak termasuk sebagian dari 

kelompok yang rentan dari perlakuan 

kekerasan. Salah satunya adalah 

kekerasan seksual terhadap anak atau 

yang disebut Phedofilia. 

Secara harfiah Phedofilia 

berasal dari bahasa Yunani yaitu 

Paidohilia yang artinya adalah 

kondisi yang mempunyai 

ketertarikan atau hasrat seksual 

terhadap  anak-anak yang belum 

memasuki remaja, istilah ini sering 

ditujukan kepada orang-orang 

dewasa yang memiliki kondisi ini. 

Phedofilia dalam bidang kesehatan 

diartikan sebagai kelainan seksual 

berupa hasrat ataupun fantasi impuls 

seksual yang melibatkan anak di 

bawah umur, orang dengan 

Phedofilia umumnya diatas umur 16 

tahun, sedangkan anak-anak yang 

menjadi korban berumur 13 tahun 

atau lebih muda (anak pre-

pubertas).
5
 

Secara umum tindak pidana 

Phedofilia diatur dalam beberapa 

pasal yang terdapat dalam KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana) yaitu : Pasal 287 ayat (1), 

Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 

                                                           

       
4
 $WKLXO� $PUL�� ³3HUEDQGLQJDQ� 3LGDQD� 'DODP�

Tindak Pidana Phedofilia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

3HUOLQGXQJDQ� $QDN¶¶�� Skripsi, Fakultas Hukum 

Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 1. 

       
5
 Ibid. hlm. 33. 
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294 ayat (1) dan Undang- Undang 

Negara Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 81 dan 

Pasal 82. Pasal 292 KUHP  

EHUEXQ\L�� ³2UDQJ� GHZDVD� \DQJ�

melakukan perbuatan cabul dengan 

orang lain sesama kelamin, yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya belum dewasa, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 

OLPD� WDKXQ´� Berdasarkan data yang 

penulis peroleh dari surat kabar Riau 

Pos ternyata kasus Phedofilia banyak 

terjadi di Riau, khususnya di 

Pekanbaru.
6
 Oleh sebab itu penulis 

mengambil sampel  penelitian di 

Wilayah Hukum Polisi Resort Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan Ibu 

Josina Lambiombir, SH Selaku 

Kanit PPA (Pelayanan Perempuan 

dan Anak) Polresta Pekanbaru, 

menyatakan bahwa Tindak Pidana 

Phedofilia setiap tahunnya 

meningkat.
7
 Dimana rata-rata yang 

menjadi korban tindak pidana 

Phedofilia adalah anak perempuan. 

Berdasarkan uraian diatas 

menarik untuk diteliti yang 

dituangkan dalam bentuk proposal 

skripsi dengan judul: ³3HQHJDNDQ�

Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Phedofilia di Wilayah Hukum 

3ROLVL�5HVRU�.RWD�3HNDQEDUX´� 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia di 

wilayah hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan 

dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana Phedofilia di wilayah 

                                                           

       
6
 Ibid  

       
7
 Wawancara dengan Ibu IPTU Josina 

Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, 

Hari Selasa 10 Juni 2014, Bertempat di Polresta 

Pekanbaru. 

 

hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru? 

3. Bagaimanakah upaya yang 

dilakukan Kepolisian untuk 

mengatasi hambatan dalam 

penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di wilayah hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui penegakan 

hukum terhadap tindak pidana 

Phedofilia di wilayah hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru. 

2) Untuk mengetahui hambatan 

kepolisian dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana 

Phedofilia di wilayah hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru. 

3) Untuk mengetahui upaya yang 

dilakukan Kepolisian untuk 

mengatasi hambatan dalam 

penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di wilayah 

hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

1) Untuk menambah dan 

mengembangkan wawasan 

penulis serta untuk menerapkan 

ilmu pengetahuan yang penulis 

peroleh selama diperkuliahan 

dalam ilmu hukum secara umum 

dan khusunya dalam disiplin ilmu 

hukum acara pidana. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran 

ilmiah yang sederhana bagi 

mahasiswa/akademika Fakultas 

Hukum Universitas Riau. 

3) Untuk memberikan pemahaman 

dan sumbangan pemikiran, 

gambaran, dan penjelasan kepada 

masyarakat umum, praktisi 

hukum, dan penegak hukum 

dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana Phedofilia di 

wilayah hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru. 
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D. Kerangka Teori 

1. Teori Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana adalah 

terjemahan paling umum untuk 

istilah strafbaar feit dalam Bahasa 

Belanda walaupun secara resmi tidak 

ada terjemahan resmi strafbaar feit.
8
 

Terjemahan atas istilah strafbaar feit 

ke dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan berbagai 

istilah misalnya tindak pidana, delik, 

peristiwa pidana, perbuatan yang 

boleh di hukum, perbuatan pidana, 

strafbaar feit, dan sebagainya. 

Tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenai hukuman pidana.
9
 Beberapa 

ahli hukum memberikan defenisi 

tentang tindak pidana, diantaranya 

adalah Simons, yang menyatakan 

EDKZD��³7indak pidana adalah suatu 

tindakan atau perbuatan yang 

diancam dengan pidana oleh undang-

undang, bertentangan dengan hukum 

dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertanggung 

MDZDE´� 

MenXUXW� 0RHOMDWQR�� ³7LQGDN�

pidana adalah perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana, 

terhadap barang siapa melanggar 

larangan tersebut. Perbuatan itu 

harus pula dirasakan oleh 

masyarakat sebagai suatu hambatan 

tata pergaulan yang dicita-citakan 

ROHK�PDV\DUDNDW´� 

2. Teori Penegakan Hukum 

Bila berbicara mengenai 

penegakan hukum, maka tidak akan 

terlepas pula untuk berbicara 

masalah hukum. Hukum dapat 

mencapai tujuannya apabila dapat 

menyeimbangkan antara kepastian 

hukum dan keadilan, atau keserasian 

                                                           

       
8
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia 

Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung: 2011, 

hlm. 96. 

       
9
 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum 

Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung: 

2011, hlm. 59. 

antara kepastian yang bersifat umum 

atau obyektif dan penerapan keadilan 

secara khusus yang bersifat 

subyektif.
10

 Untuk mencapai 

keseimbangan dan keserasian antar 

kepastian hukum dan keadilan 

diperlukan pelaksana penegak 

hukum agar dapat mengemban tugas 

sesuai tujuan dan keinginan 

hukum.
11

 

Menurut Soerjono Soekanto 

ada beberapa faktor yang sangat 

menentukan dalam penegakan 

hukum yang berguna bagi masalah 

penegakan hukum dalam masyarakat 

yaitu:
12

 faktor hukumnya sendiri, 

faktor penegak hukum, faktor sarana 

atau fasilitas, faktor masyarakat dan 

faktor kebudayaan. 

3. Teori Pemidanaan 

Dalam ilmu hukum pidana 

dikenal beberapa teori hukum pidana 

(straafrechteorieen), yang ada pada 

umumnya dibagi dalam tiga 

golongan yaitu: 

1. Teori Absolut atau Pembalasan
13

 

Teori pembalasan 

mengatakan bahwa pidana tidaklah 

bertujuan untuk yang praktis, seperti 

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu 

sendirilah yang mengandung unsur-

unsur untuk dijatuhkannya pidana. 

Teori pembalasan membenarkan 

pemidanaan karena seseorang telah 

melakukan tindak pidana.
14

 Teori 

Absolut atau teori Pembalasan ini 

terbagi dalam dua macam, yaitu:
15

 

Teori pembalasan yang objektif dan 

teori pembalasan yang subjektif. 

 

 

                                                           

       
10

 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu 

Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 18.  

       
11

 Ibid 

       
12

 Ibid. hlm. 8. 

 

       
13

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 

Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 31. 

       
14

 Erdianto Effendi, Op.cit, hlm. 141. 

       
15

 Ibid. hlm. 143. 
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2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
16

 

Teori ini mendasarkan 

pandangan kepada maksud dari 

pemidanaan, yaitu untuk 

perlindungan masyarakat atau 

pencegahan terjadinya kejahatan. 

Artinya dipertimbangkan juga 

pencegahan untuk masa mendatang. 

Pengertian dalam teori tujuan ini 

berbeda sekali dengan teori absolut. 

Kalau dalam teori absolut itu 

tindakan pidana dihubungkan 

dengan kejahatan, maka pada teori 

relatif ditujukan kepada hari-hari 

yang akan datang, yaitu dengan 

maksud mendidik orang yang telah 

berbuat jahat tadi, agar menjadi baik 

kembali. 

3. Teori Gabungan 

Teori gabungan (verengings 

theorieen/gemengde theorieen), 

merupakan teori yang 

menggabungkan antara teori absolut 

dan teori relatif.
17

 Jadi, dasar 

pembenaran pidana dari teori 

gabungan ini meliputi dasar teori 

pembalasan dan teori tujuan, yaitu 

baik terletak pada kejahatannya 

maupun pada tujuan pidananya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari sudut metode 

yang dipakai maka penelitian ini 

dapat digolongkan dalam jenis 

penelitian hukum sosiologis 

(empiris), di mana yang dimaksud 

dengan penelitian hukum sosilogis 

(empiris) yaitu sebagai usaha melihat 

pengaruh berlakunya hukum positif 

terhadap kehidupan masyarakat, 

karena dalam penelitian ini penulis 

langsung mengadakan penelitian 

pada lokasi atau tempat yang diteliti 

guna memberikan gambaran secara 

lengkap dan jelas tentang masalah 

                                                           

       
16

 Ibid. hlm. 142. 

       
17

 H.Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu 

Hukum, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 53. 

yang diteliti. Sedangkan dilihat dari 

sifatnya bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang memberikan 

gambaran secara jelas dan juga 

terperinci mengenai permasalahan 

yang diteliti oleh penulis, yakni 

penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di Wilayah 

Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru. 

2. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang  

diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penelitian tersebut dilakukan 

di wilayah hukum Kepolisian Resor 

Kota Pekanbaru. Alasan penulis 

melakukan penelitian di lokasi 

tersebut dikarenakan banyaknya 

terjadi kasus tindak pidana 

Phedofilia yang jumlah kasusnya 

setiap tahunnya meningkat saja 

menjadi hal yang menarik untuk 

diteliti lebih jauh khusunya 

mengenai langkah-langkah 

penegakan hukum oleh Kepolisian 

Resor Kota Pekanbaru selaku 

institusi penegak hukum yang 

bertanggung jawab dalam 

menanggulangi Pelaku tindak pidana 

Phedofilia. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan atau 

himpunan obyek dengan ciri yang 

sama.
18

 Populasi merupakan 

keseluruhan pihak yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti 

dalam penelitian ini. Adapun 

yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Kepala Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak 

Kepolisian Resor Kota 

Pekanbaru; 

                                                           

       
18

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian 

Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 

118. 
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2) Penyidik Pelayanan 

Perempuan dan Anak 

 

b. Sampel 

Untuk mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitian maka 

penulis menentukan sampel, dimana 

sampel adalah himpunan bagian atau 

sebagian dari populasi yang dapat 

mewakili keseluruhan objek 

penelitian.
19

 Sedangkan metode yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah metode sensus dan purposive 

sampling. Metode sensus adalah 

menetapkan sampel berdasarkan 

jumlah populasi yang ada sedangkan 

yang dimaksud dengan metode 

purposive sampling yaitu 

menetapkan sejumlah sampel yang 

mewakili jumlah populasi yang ada, 

yang kategori sampelnya itu telah 

ditetapkan sendiri oleh penulis. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang 

penulis dapatkan/peroleh secara 

langsung melalui responden 

dengan cara melakukan penelitian 

di lapangan mengenai hal-hal 

yang bersangkutan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang 

sudah ada sebelumnya atau 

merupakan data jadi atau buku. 

Data sekunder bersumber dari 

penelitian kepustakaan yang 

terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan penelitian 

yang bersumber dari penelitian 

kepustakaan yang diperoleh 

dari undang-undang antara lain 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946), 

Undang-Undang Nomor 23 

                                                           

       
19

 Ibid. hlm. 119. 

 

Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan 

Undang- Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia. 

2) Bahan Hukum Sekunder 
Merupakan bahan-bahan 

penelitian yang berasal dari 

literatur atau hasil penulisan 

para sarjana yang berupa buku 

yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan-bahan 

penelitian yang diperoleh 

melalui ensiklopedia atau 

sejenisnya yang berfungsi 

mendukung data primer dan 

data sekunder seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) dan Internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam usaha mengumpulkan data 

ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan, antara lain yaitu: 

a. Wawancara  

Yaitu pola khusus dalam bentuk 

interaksi dimana pewawancara 

mengajukan pertanyaan seputar 

masalah penelitian kepada 

responden atau melakukan tanya 

jawab langsung dengan pihak 

yang bersangkutan. 

b. Studi  Kepustakaan 

Mengkaji, menelaah dan 

menganalisis berbagai literatur 

yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang 

diteliti. 

6. Analisis data 

Data yang diperoleh baik dari hasil 

wawancara maupun kajian 

kepustakaan akan dianalisis dengan 

metode kualitatif. Pendekatan 

kualitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yaitu 

apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis ataupun lisan dan 

prilaku nyata. Dari pembahasan 

tersebut, akan menarik kesimpulan 
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secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan dari yang bersifat umum 

kepada khusus. 

 

II. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

A. Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru 

Bila berbicara mengenai 

penegakan hukum, maka tidak akan 

terlepas dari masalah hukum. 

Hukum dapat mencapai tujuannya 

apabila dapat menyeimbangkan 

antara kepastian hukum dan 

keadilan, atau keserasian antara 

kepastian yang bersifat umum atau 

obyektif dan penerapan keadilan 

secara khusus yang bersifat 

subyektif.
20

 Untuk mencapai 

keseimbangan dan keserasian antar 

kepastian hukum dan keadilan 

diperlukan pelaksana penegak 

hukum agar dapat mengemban tugas 

sesuai tujuan dan keinginan 

hukum.
21

 

Pelaksanaan penegakan hukum 

oleh Kepolisian menjadi unsur 

terpenting dalam mencapai tujuan 

hukum. Hukum harus dilaksanakan 

dan ditegakkan. Salah satu tindak 

pidana yang ditangani Kepolisian 

yaitu tindak pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru. 

Pelaksanaan penegakan hukum 

tindak pidana Phedofilia yang 

dilakukan oleh Kepolisian Resor 

Kota Pekanbaru bersifat refresif, 

yaitu penegakan hukum yang 

dilakukan dengan cara menindak 

suatu kejahatan atau pelanggaran 

yang merupakan gangguan terhadap 

keamanan dan ketertiban umum. 

                                                           

       
20

 Soedjono Dirdjosisworo, Loc.cit 

       
21

 Ibid. 

Penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di Wilayah 

Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru 

dilakukan berdasarkan Standar 

Operasional Penanganan Kasus 

Anak Pada Unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) di 

Polresta Pekanbaru. Berbeda dengan 

tindak pidana lainnya, jika tindak 

pidana Phedofilia memiliki 

kekhususan SOP dalam penegakan 

hukumnya. Ada beberapa 

kekhususan SOP yang dilakukan 

Unit PPA dibandingkan dengan 

penanganan tindak pidana biasa di 

Reskrim Polresta Pekanbaru, hal 

tersebut dapat terdiri dari:
22

  

1. Sharing 

Yaitu: ketika korban datang ke Unit 

PPA Polresta Pekanbaru, tindakan 

pertama yang dilakukan adalah 

sharing dengan korban atau keluarga 

korban tentang peristiwa yang 

mereka hadapi jika menurut 

penilaian Anggota Unit PPA ada 

unsur tindak pidana dari kejadian 

yang diceritakan. 

2. Didampingi dalam pembuatan 

laporan 

Yaitu: setelah terang adanya unsur 

tindak pidana yang diceritakan oleh 

korban atau keluarga korban maka 

pihak Kepolisian Unit PPA akan 

mendampingi dalam pembuatan 

laporan kepolisian. 

3. Langsung Visum 

Yaitu: setelah mendampingi dalam 

pembuatan laporan Kepolisian, 

kemudian anggota Unit PPA segera 

membawa ke Rumah Sakit untuk 

dimintakan visum. Hal ini untuk 

mempermudah proses pembuktian 

karena tindak pidana masih baru, 

sehingga hasil Visum diharapkan 

dapat memberikan titik terang 
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 Wawancara dengan Ibu IPTU Josina 

Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, 

Hari Jumat 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta 

Pekanbaru. 
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tentang peristiwa pidana yang 

terjadi. 

4. Ambil keterangan awal dari anak 

atau orang tua 

Yaitu: hal ini sangat tergantung pada 

kondisi korban, jika tidak 

memungkinkan tidak diambil dulu. 

5. Lapor ke Reskrim 

Yaitu: hal ini secara administrasi 

untuk kepentingan tindak lanjut dari 

pimpinan. 

6. Cek ke tempat kejadian perkara, atau 

disebut juga dengan olah tempat 

kejadian perkara 

Yaitu: hal ini untuk melengkapi 

bukti-bukti lain, yang diperlukan 

dalam pengungkapan perkara pidana 

tersebut. 

7. Kalau korban merasa terancam, 

Pihak Unit PPA akan berkoordinasi 

dengan P2TP2 atau dengan Dinas 

Sosial, untuk menempatkan korban 

di rumah aman, dan pihak 

Kepolisian tidak mengetahui tentang 

penempatan korban dirumah aman 

mana oleh P2 TP2 atau Dinas Sosial. 

Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan Ibu Josina 

Lambiombir, SH Selaku Kanit PPA 

(Pelayanan Perempuan dan Anak) 

Polresta Pekanbaru, prosedur 

pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia 

dilakukan sebagai berikut:
23

 

a) Menerima laporan atau pengaduan 

dari masyarakat 

Unsur  terpenting  yang  sangat  

membantu  pihak  Kepolisian  

khususnya  Polresta Pekanbaru  

dalam  penegakan hukum  terhadap 

tindak pidana Phedofilia adalah 

adanya laporan dan  pemberitahuan 

dari masyarakat dalam hal ini adalah 

keluarga korban, baik secara lisan 

maupun tertulis. Hal  ini akan 
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 Wawancara dengan Ibu IPTU Josina 

Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, 

Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di 

Polresta Pekanbaru. 

 

mempermudah dan mempercepat 

penyidik dalam menyelesaikan  

permasalahan  yang  meresahkan  

masyarakat  dewasa  ini.   

b) Laporan polisi 

Setelah terang adanya unsur tindak 

pidana yang diceritakan oleh korban 

atau keluarga korban maka pihak 

Kepolisian Unit PPA akan 

mendampingi dalam pembuatan 

laporan kepolisian. Laporan yang 

dimaksud adalah laporan polisi yang 

dibuat berdasarkan laporan atau 

aduan dari masyarakat. Sesuai 

dengan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP, 

laporan dan pengaduan disampaikan 

kepada penyelidik, penyidik, atau 

penyidik pembantu. 

c) Melakukan visum terhadap korban 

Setelah mendampingi dalam 

pembuatan laporan Kepolisian, 

kemudian anggota Unit PPA segera 

membawa ke Rumah Sakit untuk 

dimintakan visum. Hal ini untuk 

mempermudah proses pembuktian 

karena tindak pidana masih baru, 

sehingga hasil visum diharapkan 

dapat memberikan titik terang 

tentang peristiwa pidana yang 

terjadi. 

d) Ambil keterangan awal dari anak 

atau orang tua 

Setelah proses pengambilan 

visum terhadap korban dilakukan, 

maka pada tahap berikutnya 

penyidik akan mengambil 

keterangan awal dari anak atau orang 

tua. Hal ini sangat tergantung pada 

kondisi korban, jika tidak 

memungkinkan tidak diambil dulu. 

Tujuan dari tindakan ini adalah agar 

mempermudah penyidik dalam 

membuat Beriata Acara 

Pemerikssaan (BAP). Terhadap 

tindakan ini orang tua yang akan di 

BAP terlebih dahulu, mengingat 

kondisi korban belum stabil.
24
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 Wawancara dengan Ibu IPTU Josina 

Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, 
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e) Lapor ke Reskrim (Resor Kriminal) 

Untuk tahap selanjutnya 

penyidik akan melaporkan kepada 

pimpinan Reskrim bahwa telah 

terjadinya tindak pidana Phedofilia. 

Dimana penyidik harus melengkapi 

Mindik (Administrasi Penyidikan). 

Hal ini dilakukan secara administrasi 

yang bertujuan untuk kepentingan 

tindak lanjut dari pimpinan. 

f) Melakukan penyidikan 

³3HQ\LGLNDQ� DGDODK� VHUDQJNDLDQ�

tindakan penyidik dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang 

terjadi dan guna menemukan 

WHUVDQJNDQ\D´�
25

 Penyidikan diatur 

dalam Pasal 106 s/d Pasal 136 

KUHAP. 

g) Pemeriksaan Korban didampingi 

Psikolog 

Pada tahap penyidikan, pemeriksaan 

korban tidak hanya dilakukan oleh 

penyidik, melainkan dengan 

didampingi oleh Psikolog. Dengan 

bantuan Psikolog korban akan 

menuturkan seluruh kejadian saat 

terjadinya tindak pidana Phedofilia. 

Melalui Psikolog kesaksian korban 

dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

h) Penangkapan 

Pasal 1 butir 20 KUHAP 

PHPEHUL� GHIHQLVL� ³SHQDQJNDSDQ´�

yang berbunyi: ³3HQDQJNDSDQ�DGDODK�

suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka atau terdakwa 

apabila terdapat cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau 

penuntutan dan atau peradilan dalam 

hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini. 

i) Penahanan  

                                                                                    

Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di 

Polresta Pekanbaru. 

       
25

 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 

Penahanan adalah penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat 

tertentu oleh penyidik atau penuntut 

umum atau hakim dengan 

penempatannya, dalam hal serta 

menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang. 

j) Penggeledahan 

Penggeledahan adalah 

tindakan penyidik yang dibenarkan 

undang-undang untuk memasuki dan 

melakukan pemeriksaan dirumah 

tempat kediaman seseorang atau 

untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap badan dan pakaian 

seseorang. 

k) Penyitaan 

Pasal 1 butir 16 KUHAP 

PHPEHUL� GHIHQLVL� ³SHQ\LWDDQ´� \DQJ�

berbunyi: ³3HQ\LWDDQ� DGDODK�

serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan 

di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan 

SHUDGLODQ´� 

l) Pemeriksaan Saksi dan Tersangka 

Pemeriksaan merupakan 

kegiatan untuk mendapatkan 

keterangan, kejelasan dan 

keidentikan tersangka atau saksi atau 

barang bukti maupun tentang unsur-

unsur tindak pidana yang telah 

terjadi, sehingga kedudukan atau 

peranan seseorang maupun barang 

bukti didalam tindak pidana tersebut 

menjadi jelas dan dituangkan 

didalam Berita Acara Pemeriksaan. 

m) Penyerahan Berkas Perkara 

Tahap akhir dalam proses 

penyidikan yang harus dilalui 

adalah, penyelesaian dan penyerahan 

berkas perkara. Penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara 

merupakan kegiatan akhir dari 

proses penyidikan tindak pidana 

yang dilakukan oleh 
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penyidik/penyidik pembantu.
26

 

Pertimbangan penyelesaian dan 

penyerahan berkas perkara dilihat 

dari hasil pemeriksaan tersangka dan 

saksi serta kelengkapan bukti yang 

diperoleh beserta unsur-unsur tindak 

pidana. 

 

B. Hambatan dalam Penegakan 

Hukum terhadap Tindak Pidana 

Phedofilia di Wilayah Hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru 

Berdasarkan pembahasan di 

atas, diketahui bahwa di dalam 

penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di Wilayah 

Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru 

belum berjalan maksimal karena 

masih terdapat beberapa hambatan. 

Adapun hambatan dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana 

Phedofilia di Wilayah Hukum Polisi 

Resor Kota Pekanbaru dapat dilihat 

dari dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal.
27

 

1. Faktor Internal 

Yang dimaksud dengan faktor 

internal adalah faktor yang berasal 

dari dalam Kepolisian Resor Kota 

Pekanbaru, khususnya pada bagian 

Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (PPA). Faktor-faktor tersebut 

adalah: 

a) Jumlah personil penyidik PPA 

yang terbatas 

Dalam melakukan penyidikan 

tindak pidana Phedofilia, 

dibutuhkan personil yang 

seimbang dengan jumlah kasus 

yang ada, dalam hal ini personil 

yang ada tidak sebanding dengan 

jumlah kasus yang terjadi 
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 Wawancara dengan Ibu IPTU Josina 

Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, 

Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di 

Polresta Pekanbaru. 

       
27

 Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala 

Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari 

Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta 

Pekanbaru.  

sehingga penanganan kasus 

tindak pidana Phedofilia belum 

maksimal, yaitu jumlah kasus 

yang terjadi di Wilayah Hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru pada 

tahun 2012-2013 berjumlah 94 

kasus sedangkan jumlah 

penyidiknya hanya 4 orang dan 

penyidik pembantu berjumlah 7 

orang. Data tersebut menunjukkan 

bahwa jumlah penyidik tidak 

seimbang dengan jumlah kasus 

yang ada, sehingga hal ini  

menghambat proses penegakan 

hukum terhadap tindak pidana 

Phedofilia di Wilayah Hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru. 

b) Faktor Sumber Daya Manusia 

Kemampuan penyidik merupakan 

faktor utama dalam keberhasilan 

pengungkapan suatu tindak 

pidana. Oleh karena korban dari 

tindak pidana tersebut adalah 

anak-anak. Oleh sebab itu 

penyidik harus cerdas memahami 

psikologi anak. Sebagai mana 

yang kita ketahui bahwa bagi 

korban, penderitaan yang 

dialaminya tidak hanya 

penderitan fisik tetapi terlebih 

pada penderitan psikis (jiwa) dan 

mental serta dengan terjadinya 

tindak pidana Phedofilia yang 

menimpa dirinya tentu akan 

menghancurkan sistem 

kepercayaan diri. Minimnya 

pengetahuan Penyidik khususnya 

mengenai psikologi anak 

menyebabkan proses penegakan 

hukum berjalan lambat.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal atau faktor dari luar 

adalah fakor yang dihadapi oleh 

Kepolisian dalam melaksanakan 

penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di Wilayah 

Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru. Adapun faktor-faktor 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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a) Dari sisi korban 

Karena yang menjadi korban 

tindak pidana Phedofilia adalah 

anak-anak. Dalam hal ini Penyidik 

mengalami kesulitan dalam 

melakukan pemeriksaan. Didalam 

proses penyidikan terhadap anak, 

penyidik harus meminimalkan lama 

dan cakupan pemeriksaan sehingga 

meminimalkan trauma atau tekanan 

psikologis lebih jauh bagi korban. 

Dalam melakukan pemeriksaan, 

biasanya penyidik yang memeriksa 

adalah Polisi Wanita. Dengan tidak 

menggunakan pakaian seragam, dan 

ditempatkan diruangan khusus. 

 Berdasarkan wawancara penulis 

dengan penyidik PPA bahwa kriteria 

korban yang sulit untuk diperiksa 

oleh Kepolisian adalah korban yang 

berumur di bawah 5 tahun, korban 

adalah anak yang trauma, dan anak 

yang menjadi korban adalah anak 

dengan keterbelakangan mental.
28

  

b) Dari saksi sendiri  

Pasal 1 butir 26 KUHAP 

menyebutkan Saksi adalah: ³2UDQJ�

yang dapat memberikan keterangan  

guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan tentang 

suatu perkara pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

VHQGLUL´��'DODP�PHQFDUL� VDNVL�kasus 

ini sangat sulit dimana kurangnya 

saksi karena perbuatan Phedofilia ini  

biasa hanya dilakukan oleh si pelaku 

dan si korban, kadang sekali 

disaksikan oleh orang lain dan 

biasanya saksi yang ada hanyalah 

petunjuk.  

Tidak adanya saksi dari luar 

korban maupun pelaku, hal ini tidak 

seimbang dengan penderitan korban. 

Ketiadaan saksi dalam perkara ini 

menjadi kendala, karena dalam 

prakteknya Berkas Perkara yang 
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 Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala 

Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari 

Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta 

Pekanbaru. 

diajukan ke Jaksa selalu 

dikembalikan dengan petunjuk (P19) 

oleh Jaksa Penuntut Umum minta 

dicari keterangan saksi. 

c) Dari Pelaku 

Salah satu kendala dari 

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru 

dalam menangani tindak pidana 

Phedofilia adalah pelaku melarikan 

diri sehingga Polisi sulit untuk 

melacak keberadaan pelaku karena 

pelaku sudah tidak bertempat tinggal 

di alamat sebenarnya. Jadi membuat 

Polisi sulit untuk memeriksa 

tersangka.  

Berdasarkan uraian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa faktor 

sarana atau fasilitas dapat dikatakan 

sebagai faktor yang sangat 

mempengaruhi penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia. 

Sebab eksistensinya merupakan 

penopang keberhasilan untuk 

menemukan suatu kebenaran materil. 

Keterbatasan jumlah personil 

penyidik dalam melakukan tugasnya 

sangat mempengaruhi pelaksanaan 

penegakan hukum. Tidak hanya itu, 

minimnya pengetahuan penyidik 

dalam memahami psikolog anak, 

proses pemeriksaan korban yang 

sulit diperiksa apabila korban berusia 

di bawah 5 tahun, korban anak yang 

trauma dan anak keterbelakangan 

mental, sulitnya menemukan saksi 

dan kaburnya pelaku dari tindak 

pidana Phedofilia, sangat 

mempengaruhi pelaksanaan 

penegakan hukum. 

 

C. Upaya yang Dilakukan Kepolisian 

Untuk Mengatasi Hambatan 

Dalam Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana 

Phedofilia di Wilayah Hukum 

Polisi Resor Kota Pekanbaru 

Berdasarkan hambata-

hambatan yang dihadapi oleh 

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 

ada beberapa upaya yang dilakukan 
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oleh Kepolisian untuk mengatasi 

hambatan dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru yaitu:
29

 

1. Faktor Internal 

a. Menambah Jumlah Personil 

Penyidik PPA (Pelayanan 

Perempuan dan Anak) 

Terbatasnya jumlah penyidik 

sangat mempengaruhi proses 

penegakan hukum. Berdasarkan 

wawancara penulis dengan Kanit 

PPA Polresta Pekanbaru untuk 

mengatasi kendala ini maka 

Kanit PPA meminta kepada 

Pimpinan Resor Kriminal untuk 

penambahan penyidik. 

Mengingat kasus tindak pidana 

Phedofilia sudah semakin 

menigkat setiap tahunnya. 

b. Meningkatkan Pengetahuan 

Penyidik dalam Memahami 

Psikologi Anak 

Kemampuan penyidik 

merupakan faktor utama dalam 

keberhasilan pengungkapan 

suatu tindak pidana. Oleh sebab 

itu penyidik harus cerdas 

memahami psikologi anak. 

Dalam hal ini Kepolisian dapat 

melanjutkan pendidikan di 

bidang psikolog. Upaya lainnya 

penyidik Kepolisian dapat 

mengikuti seminar hukum terkait 

tindak pidana Phedofilia. 

2. Faktor Eksternal 

a. Membentuk kerjasama 

antara Kepolisian dengan 

Psikolog dan Sekolah Luar 

Biasa 

Karena yang menjadi korban 

tindak pidana Phedofilia adalah 

anak-anak. Dalam hal ini 

Penyidik mengalami kesulitan 

dalam melakukan pemeriksaan. 

                                                           

       
29

 Wawancara dengan Ibu IPTU Josina 

Lambiombir, SH, Kanit PPA Polresta Pekanbaru, 

Hari Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di 

Polresta Pekanbaru. 

Oleh sebab itu upaya yang 

dilakukan oleh Kepolisian 

Resor Kota Pekanbaru adalah 

meminta bantuan kepada 

Psikolog dari Polda Riau, dan 

bisa juga Psikolog dari P2TP2 

(Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak). Selain itu Unit PPA 

juga meminta bantuan kepada 

guru Sekolah Luar Biasa 

apabila yang menjadi korban 

adalah anak yang mengalami 

keterbelakangan mental.
30

 

b. Mengambil Hasil Visum 

Sebagai Alat Bukti 

Dalam mencari saksi kasus 

ini sangatlah sulit dimana 

kurangnya saksi karena 

perbuatan Phedofilia ini  biasa 

hanya dilakukan oleh si pelaku 

dan si korban. Oleh sebab itu 

upaya yang dilakukan oleh 

Kepolisian Resor Kota 

Pekanbaru adalah mengambil 

hasil visum sebagai alat bukti. 

Peran dan fungsi visum et 

repertum adalah salah satu alat 

bukti yang sah sebagaimana 

yang tertulis dalam Pasal 184 

KUHAP. Visum et repertum 

berperan dalam proses 

pembuktian suatu perkara 

pidana terhadap kesehatan dan 

jiwa manusia. Dimana visum et 

repertum menguraikan segala 

sesuatu mengenai hasil 

pemeriksaan medik yang 

tertuang dalam bagian 

pemberitaan, yang karenanya 

dapat disebut sebagai pengganti 

barang bukti. 

c. Mencari dan Menerbitkan 

Daftar Pencarian Orang 

Pelaku yang melarikan diri atau 

kabur maka polisi akan 
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 Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala 

Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari 

Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta 

Pekanbaru. 
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mendatangi keluarga tersangka 

dan mengumpulkan bukti-bukti 

jika sudah cukup maka polisi 

akan menerbitkan DPO (Daftar 

Pencarian Orang). DPO 

merupakan suatu proses 

penegakan hukum acara pidana 

yang pada dasarnya bertujuan 

untuk mempermudah penyidik 

untuk menemukan tersangka. 

Dalam hal ini Kepolisian 

berkoordinasi dengan Polres 

lain. Jika sudah tertangkap oleh 

Polres lain biasanya memberi 

tahu kepada Unit PPA Reskrim 

Polresta Pekanbaru untuk 

menjemput tersangka.
31

 

 

III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru dilaksanakan berdasarkan 

laporan atau pengaduan masyarakat 

selaku korban, laporan Kepolisian, 

melakukan visum terhadap korban, 

ambil keterangan awal dari anak atau 

orangtua, lapor ke reskrim, 

melakukan penyidikan, pemeriksaan 

korban didampingi psikolog, 

penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, penyitaan, 

pemeriksaan saksi dan tersangka, 

dan penyerahan Berkas Perkara. 

Namun dalam pelaksanaan tersebut, 

masih terdapat beberapa hambatan 

baik yang berasal dari internal 

kepolisian maupun dari korban, saksi 

dan pelaku itu sendiri. Hal ini yang 

menyebabkan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru belum berjalan maksimal 

sampai sekarang. 
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 Wawancara dengan Ibu AIPTU Sri Kumala 

Sari, Penyidik PPA Polresta Pekanbaru, Hari 

Jumat, 17 Oktober 2014, Bertempat di Polresta 

Pekanbaru. 

2. Hambatan dalam penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru terdiri atas hambatan 

internal berupa jumlah personil 

penyidik PPA yang terbatas, faktor 

sumber daya manusia, serta 

hambatan eksternal berupa dari sisi 

korban, saksi, dan pelaku itu sendiri. 

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian 

untuk mengatasi hambatan dalam 

penegakan hukum terhadap tindak 

pidana Phedofilia di Wilayah 

Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru 

terdiri atas upaya internal berupa 

menambah jumlah personil penyidik 

PPA dan meningkatkan pengetahuan 

penyidik dalam memahami psikologi 

anak. Serta upaya eksternal berupa 

membentuk kerjasama antara 

Kepolisian dengan psikolog dan 

sekolah luar biasa, mengambil hasil 

visum sebagai alat bukti serta 

mencari dan menerbitkan Daftar 

Pencarian Orang (DPO). 

B. Saran  

1. Kepada Pihak Kepolisian dalam 

melaksanakan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana Phedofilia di 

Wilayah Hukum Polisi Resor Kota 

Pekanbaru seharusnya tidak hanya 

bersifat refresif yang hanya 

menunggu laporan dari korban, 

tetapi melakukan  upaya  preventif  

dengan  cara  sosialisasai  pentingya 

melindungi anak dari bahaya tindak 

pidana Phedofilia. 

2. Kepada Pihak Kepolisian harus lebih 

meningkatkan pengetahuannya di 

bidang Psikolog. Serta menambah 

personil Penyidik dalam mengatasi 

Tindak Pidana Phedofilia. Hal ini 

bertujuan agar dapat mempermudah 

proses penyelidikan dan penyidikan. 

3. Kepada seluruh lapisan masyarakat 

khususnya orang  tua setidaknya  

peran  pengawasan  terhadap  anak 

harus lebih ditingkatkan untuk 

berperan aktif dalam melindungi 
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anak dari tindak kekerasan sedini 

mungkin dan berkesinambungan. 
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